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Halaman D-

Dewan Pers Minta DPR Cabut Pasal RUU Penyiaran yang Berangus Kemerdekaan Pers

Jakarta - Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran untuk sementara
tak dibahas di DPR. Dewan Pers meminta RUU Penyiaran tidak sekadar ditunda, tapi dirombak khususnya pasal-pasal yang
memberangus kebebasan pers. "Tentu bukan hanya sekedar ditunda, tapi di-take-down pasal-pasal yang memberangus
kemerdekaan pers, di antaranya Pasal 8A dan 42 tentang kewenangan KPI terkait penyelesaian sengketa jurnalistik, serta
pasal 50B terkait larangan jurnalisme investigasi,” kata Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi
Hendriana, saat dihubungi, Selasa (28/5/2024). Yadi berpendapat RUU Penyiaran tidak bisa terburu-buru disahkan. Dia juga
meminta DPR RI melibatkan elemen masyarakat untuk memberi masukan. "Kami berpendapat RUU Penyiaran jangan
terburu-buru untuk disahkan, selanjutnya perlu melibatkan semua elemen masyarakat memberikan masukan," ucapnya. Dia
pun menegaskan Dewan Pers tidak pernah berniat menolak RUU Penyiaran itu. Menurutnya, yang perlu diubah hanya
pasal-pasal yang bertentangan dengan kemerdekaan pers. "Kami berpendapat RUU Penyiaran jangan terburu-buru untuk
disahkan, selanjutnya perlu melibatkan semua elemen masyarakat memberikan masukan,” ucapnya. Dia pun menegaskan
Dewan Pers tidak pernah berniat menolak RUU Penyiaran itu. Menurutnya, yang perlu diubah hanya pasal-pasal yang
bertentangan dengan kemerdekaan pers.



